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Peran Notaris di bidang perbankan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum baik bagi debitur
maupun kreditur melalui akta autentik yang dibuatnya. Salah satu dokumen yang dibutuhkan Bank dalam
rangka pencairan kredit kepada debitur yaitu surat keterangan atau covernote. Covernote yang dibuat oleh
Notaris GH untuk salah satu Bank BUMN mengakibatkan Notaris GH dikenakan sanksi tipikor. Dalam
penelitian ini membahas kedudukan hukum covernote Notaris dalam kredit perbankan dan tanggungjawab
Notaris GH atas pembuatan covernote yang mengakibatkan terjadinya tipikor dalam Putusan Pengadilan
Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian dalam tesisini adalah
covernote dibutuhkan oleh para pihak dalam perkreditan perbankan, hal ini juga menjadi living law dalam
praktik kenotariatan. Kedudukan hukum covernote termasuk kewenangan lainnya Notaris, sebagaimana
dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN karena dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN terdapat kata-kata “antara
lain” artinya kewenangan lain Notaris tidak hanya sebatas yang dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat
(3) UUJN. Sdlainiitu, hasil penelitian ini menerangkan tanggungjawab Notaris dalam Putusan Pengadilan
Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp adalah secara pidana karena covernote yang telah
dibuat oleh Notaris GH terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga perbuatan tersebut
memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyal ahgunakan
kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saran yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah Notaris yang diminta oleh Bank BUMN untuk mengeluarkan covernote, sebaiknya
tetap membuat covernote yang sesuai prosedur, yaitu hanya berisi fakta yang terjadi, tidak berisi jaminan
mengenai keabsahan atau tidak adanya cacat pada jaminan dan tidak menjamin waktu penyelesaian
dokumen yang sedang dilakukan proses administrasi karena hal tersebut bukan kewenangan dari Notaris
atau PPAT. Bank juga seharusnya tidak menjadikan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap
berdasarkan analisis perbankan dan prinsip-prinsip pemberian kredit.

...... Therole of anotary in the banking sector is urgently needed to create legal certainty for both debtors and
creditors through the authentic deed they have made. One of the documents needed by the Bank in order to
disburse credit to debtorsis a statement letter or cover note. A cover note made by a GH Notary for one of
the state-owned banks resulted in a GH Notary being subject to corruption sanctions. This research discusses
the legal position of notary covernotesin bank credit and the responsibility of GH notaries for making
covernotes which resulted in corruption in the Pangka Pinang District Court Decision No. 21/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Pgp. The research method used is normative juridical research and explanatory research
typology. The results of the research in this thesis are that covernotes are needed by parties in banking
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credit, thisisalso aliving law in notary practice. The legal position of the covernote includes other powers
of aNotary, asin Article 15 paragraph (3) UUJN because in the Elucidation of Article 15 paragraph (3)
UUJN there are the words "among other things' meaning that the other powers of a Notary are not only
limited to those stated in the Elucidation of Article 15 paragraph ( 3) UUJN. In addition, the results of this
study explain the responsibility of a Notary in the Decision of the Pangka Pinang District Court No.
21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp is criminally because the covernote that was made by Notary GH contained
negligence and did not match the facts that occurred, so that the act fulfills the elements of Article 3 of the
Corruption Law, namely that everyone benefits themselves and abuse authority and harm state finances or
the country's economy. Suggestions that can be given in this study are that a Notary who is asked by a
BUMN Bank to issue a covernote, should still make a covernote according to the procedure, which only
contains facts that occurred, does not contain guarantees regarding the validity or absence of defectsin the
guarantee and does not guarantee the completion time of the document which is being carried out by the
administrative process because this is not the authority of the Notary or PPAT. Banks should aso not use
covernotes as the basis for disbursing credit, but still based on banking analysis and the principles of
lending.



